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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis persoalan gender dalam pengembangan
masyarakat dengan menyoroti peran serta partisipasi perempuan di Indonesia.
Ketimpangan gender masih menjadi hambatan serius bagi pembangunan inklusif,
terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan
representasi politik. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Data
diperoleh melalui telaah literatur dan dokumen kebijakan dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, serta
laporan lembaga internasional. Analisis penelitian didasarkan pada perspektif teori
gender dan pembangunan (gender and development), yang menekankan kesetaraan akses
dan kesempatan sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam partisipasi perempuan,
kesenjangan struktural masih signifikan, terutama terkait norma budaya dan stereotip
gender. Kebijakan pengarusutamaan gender telah diterapkan, namun
implementasinya di tingkat lokal masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
pengarusutamaan gender harus diposisikan sebagai strategi kunci dalam
pembangunan masyarakat Indonesia. Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah
mengkaji lebih dalam praktik baik (best practices) pengarusutamaan gender di tingkat
lokal serta meneliti secara komparatif antarwilayah untuk mengidentifikasi pola yang
efektif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan wacana
kesetaraan gender sekaligus memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan
pembangunan yang lebih inklusif.

Kata kunci: kesetaraan gender; pembangunan masyarakat; partisipasi perempuan;
pengarusutamaan gender; Indonesia
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ABSTRACT

This study aims to analyze gender issues in community development by highlighting the role
and participation of women in Indonesia. Gender inequality remains a serious barrier to
inclusive development, particularly in terms of access to education, employment, health services,
and political representation. The research employs a descriptive qualitative. Qualitative data
were obtained from policy documents and reports published by the Ministry of Women's
Empowerment and Child Protection, the Central Bureau of Statistics, and international
organizations. The analysis is grounded in the theoretical framework of gender and development,
which emphasizes equal access and opportunities as prerequisites for sustainable development.
The findings reveal that although there has been progress in women’s participation, structural
gaps remain significant, particularly those shaped by cultural norms and gender stereotypes.
Gender mainstreaming policies have been introduced, yet their implementation at the local level
remains limited. This study concludes that gender mainstreaming should be regarded as a key
strategy for community development in Indonesia. Future research is recommended to examine
best practices of gender mainstreaming at the local level and to conduct comparative studies
across regions to identify effective patterns. Thus, this study contributes to strengthening the
discourse on gender equality while providing empirical foundations for the formulation of more
inclusive development policies.

Keywords: gender equality;, community development;, women’s participation;, gender
mainstreaming; Indonesia

PENDAHULUAN Indonesia tercermin dari pembagian

Pembangunan masyarakat peran yang kaku, stereotip tentang
adalah sebuah proses kompleks yang kemampuan perempuan, serta
mencakup dimensi sosial, ekonomi, keterbatasan akses perempuan

budaya, dan politik dengan tujuan
utama meningkatkan kualitas hidup
seluruh anggota masyarakat. Namun,
persoalan gender sering kali menjadi
hambatan yang kurang mendapat
perhatian serius dalam proses tersebut.
Ketimpangan gender telah menjadi isu
signifikan, khususnya di negara-negara
berkembang yang masih memegang
teguh norma-norma sosial tradisional.
Norma tersebut kerap menghambat
partisipasi perempuan secara setara
dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat.

Kondisi ketimpangan gender di

terhadap pendidikan dan peluang
ekonomi (Nugraha, 2018a; 2018b).
Faktor-faktor ini tidak hanya membatasi
potensi  individu,  tetapi  juga
memperlambat laju  pembangunan
inklusif. Dalam konteks yang lebih luas,
perempuan masih menghadapi
tantangan dalam memperoleh hak-hak
dasar seperti pendidikan, layanan
kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
Data dari Badan Pusat Statistik (2023)
menunjukkan bahwa Indeks
Pembangunan Gender Indonesia masih
menghadapi kesenjangan signifikan,
yang menandakan perlunya intervensi
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kebijakan yang lebih sensitif gender.
Berbagai penelitian internasional
telah menegaskan bahwa peningkatan
partisipasi perempuan dalam berbagai
sektor kehidupan memberikan dampak
positif terhadap pembangunan (Chant
& Sweetman, 2020; Chigbu, 2021).
Misalnya, peningkatan tingkat
pendidikan perempuan berkontribusi
pada perbaikan kesehatan keluarga dan
stabilitas ekonomi rumah tangga.
Namun, sebagian besar kajian tersebut
masih menekankan manfaat partisipasi
perempuan secara umum tanpa
menelaah  konteks lokal secara
mendalam, terutama di Indonesia, di
mana praktik pembangunan sering kali
diwarnai ketimpangan gender yang
bersifat struktural maupun kultural
(Blackwood, 2005; Robinson, 2009).
Artikel ini berupaya mengisi
kekosongan tersebut dengan menyoroti
persoalan gender dalam kerangka
pengembangan masyarakat di

Indonesia, sekaligus menawarkan

perspektif kritis mengenai urgensi

pengarusutamaan  gender  dalam
praktik pembangunan berbasis
komunitas. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya memperkuat

temuan sebelumnya mengenai
kontribusi perempuan, tetapi juga
memperluas  diskursus  akademik
dengan menekankan konteks lokal,
yaitu bagaimana norma budaya,
kebijakan publik, dan struktur sosial
membentuk partisipasi perempuan
dalam pembangunan masyarakat.
Namun demikian, upaya untuk

mengintegrasikan perspektif gender
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dalam kebijakan pembangunan

masyarakat masih menghadapi
berbagai hambatan. Banyak program
pembangunan dirancang tanpa
mempertimbangkan kebutuhan dan
kontribusi perempuan, yang justru
memperparah ketimpangan yang ada
(KPPPA, 2022; UN Women, 2021). Oleh
karena itu, diperlukan pendekatan yang
lebih sensitif gender dalam perencanaan
dan pelaksanaan program
pembangunan masyarakat. Pendekatan
ini bertujuan memastikan seluruh
kelompok, baik laki-laki maupun
perempuan, memiliki kesempatan yang
setara  untuk berkontribusi dan
menikmati hasil pembangunan.
Persoalan gender bukan hanya
masalah keadilan sosial, tetapi juga
prasyarat penting untuk mencapai
pembangunan  masyarakat  yang
berkelanjutan (Kabeer, 2019). Dengan
mengatasi

ketimpangan  gender,

sumber  daya  manusia  dapat
dimanfaatkan secara optimal tanpa ada
kelompok vyang terpinggirkan. Oleh
karena itu, memahami dan mengatasi
isu gender, khususnya melalui
pendekatan berbasis komunitas di
Indonesia, merupakan langkah penting
dalam menciptakan masyarakat yang

inklusif, adil, dan berdaya saing.

METODE

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain
deskriptif. Pendekatan ini dipilih
karena isu gender dalam pembangunan
masyarakat tidak dapat dipahami
hanya melalui data statistik, tetapi juga
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memerlukan pemahaman kualitatif
tentang pengalaman, peran, dan
hambatan yang dialami perempuan
dalam konteks sosial budaya Indonesia.

Data diperoleh melalui studi
pustaka dan analisis dokumen. Sumber
utama meliputi laporan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, publikasi Badan
Pusat Statistik, dokumen kebijakan
pemerintah daerah, serta laporan
lembaga internasional seperti UNDP
dan UN Women. Selain itu, data
sekunder dari penelitian terdahulu
turut ditelaah untuk memberikan
Analisis

perspektif komparatif.

dokumen ini berfokus pada
representasi  partisipasi perempuan
dalam pembangunan masyarakat dan
kebijakan  yang terkait dengan
pengarusutamaan gender.

Analisis data dilakukan secara
deskriptif-analitis dengan dua langkah
utama. Pertama, data kuantitatif
dipaparkan  untuk = menunjukkan
kondisi faktual mengenai ketimpangan
gender dan tingkat  partisipasi
perempuan dalam  pembangunan.
Kedua, data kualitatif

menggunakan thematic analysis dengan

dianalisis

menekankan isu-isu kunci seperti akses
pendidikan, kesempatan ekonomi,
representasi politik, serta norma budaya
yang mempengaruhi peran perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat
merupakan upaya strategis untuk

menciptakan kondisi sosial yang lebih

baik secara berkelanjutan, berlandaskan
prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan
penghargaan terhadap keberagaman.
Berdasarkan hasil wawancara dan
observasi, konsep pengembangan
masyarakat yang efektif tidak hanya
menekankan pembangunan fisik, tetapi
juga pemberdayaan individu maupun
kelompok wuntuk menghadapi dan
menyelesaikan persoalan sosial yang
dihadapi. Hal ini sejalan dengan
pandangan Ife (2016) bahwa
pengembangan  masyarakat  harus
berorientasi pada pemberdayaan sosial,
partisipasi demokratis, dan
keberlanjutan.

Menurut  Darkenwald  dan
Merriam (1982),

masyarakat berintikan kegiatan sosial

pengembangan

yang difokuskan untuk memecahkan
masalah sosial. Dalam proses tersebut,
batasan antara belajar dan bekerja
sangat tipis, karena keduanya berjalan
terpadu. Artinya, proses pembangunan
masyarakat bukan hanya sebatas
transfer =~ pengetahuan,  melainkan
integrasi antara aktivitas pembelajaran
dengan praktik nyata dalam kehidupan
sehari-hari. Pendekatan ini menegaskan
bahwa masyarakat tidak hanya menjadi
objek pembangunan, tetapi sekaligus
subjek yang aktif dalam menciptakan
perubahan sosial (Kenny, 2017).

Sejalan dengan itu, Twelvetrees
(2008) mendefinisikan pengembangan
masyarakat sebagai “the process of
assisting ordinary people to improve their
own communities by undertaking collective
actions.” Definisi ini menekankan

dimensi kolaboratif, yaitu upaya untuk
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membantu masyarakat meningkatkan
kapasitas mereka melalui tindakan
kolektif. Konsep tersebut meneguhkan
bahwa pengembangan masyarakat
menuntut  keterlibatan  langsung
masyarakat sebagai aktor utama yang
menginisiasi ~ perubahan  dengan
dukungan pihak eksternal. Dengan
demikian, pengembangan masyarakat
dapat dipahami sebagai upaya
membangun kesadaran kritis sekaligus
meningkatkan kapasitas kelompok
sosial untuk menghadapi persoalan
yang memengaruhi masa depan mereka
(Ledwith, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perempuan memainkan peran
kunci dalam pengembangan
masyarakat, terutama dalam aspek
pendidikan anak, kesehatan keluarga,
serta kegiatan ekonomi berbasis
komunitas. Namun, partisipasi
perempuan sering kali terhambat oleh
norma sosial yang kaku dan stereotip
gender. Misalnya, di beberapa wilayah
penelitian  ditemukan keterbatasan
akses perempuan terhadap pendidikan
dan peluang ekonomi, yang berdampak
pada rendahnya keterlibatan mereka
dalam proses pengambilan keputusan
pembangunan. Temuan ini sejalan
dengan laporan UN Women (2021) yang
menunjukkan  bahwa hambatan
struktural ~dan  kultural = masih

membatasi  kontribusi  perempuan

dalam pembangunan di negara-negara

berkembang, termasuk Indonesia.
Dengan demikian, pemberdayaan
perempuan dalam kerangka

pengembangan masyarakat merupakan
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syarat ~utama bagi terciptanya
pembangunan yang inklusif dan

berkelanjutan (Kabeer, 2019).

2. Persoalan Gender

Kata gender berasal dari bahasa
Inggris yang berarti “jenis kelamin.”
Sementara itu, istilah gene merujuk pada
plasma  pembawa  sifat dalam
keturunan. Secara terminologi, gender
dipahami sebagai konsep yang
digunakan untuk mengidentifikasi
perbedaan laki-laki dan perempuan
dari segi sosial dan budaya. Dengan
demikian, gender merupakan hasil
konstruksi sosial, bukan sesuatu yang
bersifat kodrati. Oleh karena itu, gender
berbeda dengan seks; gender merujuk
pada dimensi sosial dan kultural,
sedangkan seks mengacu pada
perbedaan biologis yang melekat pada
tubuh manusia (WHO, 2011; Fakih,
2013).

Istilah gender sering Kkali
disamakan dengan jenis kelamin,
namun pemahamannya mengalami
pergeseran sejak dekade 1980-an hingga
awal 1990-an. Pada awalnya, istilah
gender digunakan untuk menekankan
peran sosial yang dilekatkan pada laki-
laki dan perempuan, tetapi sejak 2011
berkembang pula penggunaannya
untuk menggambarkan identitas dan
ekspresi diri seseorang, serta bagaimana
individu berinteraksi dengan institusi
sosial berdasarkan presentasi gender
mereka (Connell, 2009; Butler, 2011).
Pergeseran ini menandai pergeseran
sekadar

konseptual gender dari
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kategori biner menuju pemahaman
yang lebih kompleks dan dinamis.

Dalam Webster's New World
Dictionary, gender diartikan sebagai
“perbedaan yang tampak antara laki-
laki dan perempuan dari segi nilai dan
tingkah laku.” Sementara itu, Women's
Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa
gender merupakan konsep kultural
yang membedakan peran, perilaku,
mentalitas, dan karakteristik emosional
antara laki-laki dan perempuan yang
berkembang dalam masyarakat (Lips,
2014). Definisi ini menegaskan bahwa
gender dibentuk dan dinegosiasikan
secara sosial dalam setiap komunitas,
sehingga selalu terkait dengan konteks
budaya dan historis tertentu.

Hilary M. Lips (2014), dalam
bukunya Sex & Gender: An Introduction,
mengartikan gender sebagai harapan
laki-laki ~ dan
perempuan (cultural expectations for

budaya  terhadap
women and men). Hal ini sejalan dengan
analisis Faqih (2013) yang menyebut
bahwa perempuan sering diasosiasikan
dengan sifat lemah lembut, cantik,
emosional, dan keibuan, sedangkan
laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan,
dan perkasa. Namun, konstruksi ini
bersifat cair, sehingga dapat berubah
lintas waktu dan konteks. Misalnya,
terdapat laki-laki yang lemah lembut
atau perempuan yang kuat dan
rasional. Hal ini membuktikan bahwa
gender merupakan kategori sosial yang
dapat dinegosiasikan.

Secara epistemologis, penelitian
gender berakar pada paradigma
feminisme yang berkembang dalam dua

teori utama, yaitu fungsionalisme
struktural dan teori konflik. Perspektif
fungsionalisme struktural berasumsi
bahwa masyarakat terdiri atas bagian-
bagian yang saling memengaruhi dan
berfungsi menjaga keteraturan sosial.
Sebaliknya, teori konflik menyoroti
adanya ketidaksetaraan dalam
distribusi kekuasaan dan sumber daya,
yang menciptakan ketegangan antara
laki-laki dan perempuan. Kedua teori
ini memiliki akar dalam pemikiran
klasik sosiologi, seperti karya Auguste
Comte (1798-1857) dan Herbert Spencer
(1820-1930), serta kemudian diperkaya
oleh teori feminis kontemporer (Ritzer
& Stepnisky, 2017).

Persoalan gender yang sering
muncul di lingkungan sosial berkaitan
erat dengan ketimpangan struktural
dan diskriminasi, baik terhadap
laki-laki.

Contohnya meliputi kekerasan berbasis

perempuan maupun
gender, kesenjangan gaji, rendahnya
akses pendidikan bagi perempuan,
hingga marginalisasi dalam ruang
publik (UNDP, 2020; UN Women, 2021).
Masalah-masalah ini menjadi tantangan
serius yang harus diatasi untuk
menciptakan masyarakat yang lebih
setara, inklusif, dan berkeadilan. Dalam
konteks pembangunan masyarakat,
pengarusutamaan gender menjadi
strategi kunci untuk mengurangi
ketimpangan tersebut sekaligus
memperkuat peran perempuan dalam
pembangunan berkelanjutan (Kabeer,

2019).
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3. Pengaruh Gender dalam
Pengembangan Masyarakat
Kesetaraan gender memegang
peranan penting dalam mencapai
pembangunan  masyarakat  yang
berkelanjutan dan inklusif. Perbedaan
peran dan posisi laki-laki serta
perempuan dalam masyarakat sering
kali menghasilkan ketimpangan akses
terhadap sumber daya, partisipasi, dan
pengambilan keputusan. Ketimpangan
ini tidak hanya memengaruhi individu,
tetapi juga menghambat keberhasilan
pengembangan masyarakat secara
keseluruhan (UNDP, 2020; Kabeer,
2019).
a. Partisipasi ~ Perempuan  dalam
Pengembangan Masyarakat
Partisipasi perempuan dalam
pengembangan  masyarakat masih
terhambat oleh norma budaya dan
stereotip gender. Kondisi ini membatasi
kontribusi perempuan dalam
pembangunan  serta  mengurangi
representasi perspektif mereka dalam
Padahal,

perempuan memiliki pengetahuan lokal

pengambilan  keputusan.

dan pengalaman yang relevan,
khususnya dalam bidang pengelolaan
sumber daya alam dan kesejahteraan
keluarga (Cornwall, 2016). Penelitian
menunjukkan  bahwa
perempuan dapat
memberikan dampak positif, seperti

peningkatan
partisipasi

memperbaiki  indikator kesehatan,
pendidikan, dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, keterlibatan perempuan
mendorong pendekatan pembangunan
yang lebih inklusif sehingga kebutuhan

seluruh anggota masyarakat dapat
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diakomodasi (UN Women, 2021; Sen,
2001).

b. Akses terhadap Sumber Daya
Ekonomi

Ketimpangan gender berdampak
signifikan terhadap akses perempuan
terhadap sumber daya ekonomi. Di
berbagai wilayah, perempuan sering
kali memiliki keterbatasan dalam
mengakses aset seperti tanah, modal
usaha, pendidikan, dan pelatihan
keterampilan. Kondisi ini menyebabkan
perempuan berada dalam posisi yang
rentan dan membatasi kontribusi
mereka dalam mendukung
pembangunan ekonomi lokal (World
Bank, 2012).

perempuan terhadap sumber daya

Peningkatan  akses

ekonomi, misalnya melalui program
kredit mikro atau pelatihan
keterampilan, terbukti meningkatkan
kemandirian ekonomi mereka.
Dampaknya tidak hanya mendukung
kesejahteraan keluarga, tetapi juga
berkontribusi pada  pertumbuhan
ekonomi masyarakat secara
keseluruhan (Mayoux, 2005, Duflo,

2012).

c. Pengambilan
Inklusif Gender
Pengambilan keputusan yang

Keputusan  yang

inklusif gender merupakan elemen
penting dalam pengembangan
masyarakat. Studi menunjukkan bahwa
kebijakan yang melibatkan perempuan
dalam pengambilan keputusan
cenderung lebih responsif terhadap

kebutuhan masyarakat secara luas
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(Agarwal, 2010). Namun, hambatan
sosial sering kali membatasi perempuan
untuk mengakses posisi kepemimpinan
atau Dberpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan. Keterlibatan
perempuan dalam kepemimpinan tidak
hanya memperkuat posisi mereka di
masyarakat, tetapi juga menghasilkan
kebijakan ~ yang  lebih  inklusif,
khususnya terkait pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial
(Beath, Christia, & Enikolopov, 2013).

Kebijakan inklusif ini pada akhirnya

berkontribusi  pada  peningkatan
kualitas  hidup seluruh anggota
masyarakat.

d. Dampak  Ketimpangan  Gender
terhadap Keberlanjutan
Pembangunan

Ketimpangan gender memiliki
dampak negatif terhadap keberlanjutan
pembangunan  masyarakat. Ketika
perempuan tidak dilibatkan secara
setara dalam proyek pembangunan,
hasilnya sering kali tidak berkelanjutan
atau hanya menguntungkan sebagian
kelompok. Oleh karena itu, keterlibatan
perempuan dalam pengelolaan sumber
daya  lokal dan  perencanaan
pembangunan jangka panjang sangat
diperlukan (Kabeer, 2016). Program
pembangunan yang mengintegrasikan
perspektif

gender mampu

meningkatkan keberlanjutan
pembangunan. Misalnya, keterlibatan
perempuan dalam proyek pengelolaan
air atau pertanian berkelanjutan sering
kali menghasilkan keberhasilan lebih

besar karena perempuan memiliki

pengetahuan lokal dan keterampilan
pengelolaan yang relevan (Meinzen-

Dick et al., 2014).
4. Tantangan Gender dalam
Pengembangan Masyarakat
Tantangan  gender dalam
pengembangan  masyarakat tetap
menjadi isu yang relevan, khususnya di
negara-negara berkembang. Kendala
yang dihadapi perempuan dalam
berpartisipasi penuh dalam
pembangunan tidak hanya disebabkan
oleh norma sosial dan budaya
patriarkal, tetapi juga oleh keterbatasan
akses terhadap sumber daya dan
minimnya keterlibatan dalam
pengambilan keputusan. Faktor-faktor
ini menghalangi kontribusi perempuan
dalam pembangunan sosial dan
ekonomi masyarakat secara
menyeluruh (Kabeer, 2019; UNDP,

2020).

a. Hambatan Budaya dan Stereotip
Gender

Hambatan budaya merupakan
tantangan utama dalam integrasi
perempuan dalam pengembangan
masyarakat. Di banyak komunitas,
norma patriarkal masih membatasi
peran perempuan hanya pada ranah
domestik seperti mengurus rumah
tangga dan merawat anak. Stereotip ini
membatasi peluang perempuan untuk
terlibat aktif dalam kegiatan publik atau
posisi pengambilan keputusan.
Akibatnya,
dipandang sebagai kelompok sekunder

perempuan sering

dengan kontribusi yang kurang diakui.
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Persepsi bahwa laki-laki lebih “sesuai”
sebagai pemimpin dalam perencanaan
pembangunan memperburuk

ketidaksetaraan gender ini (Connell,
2009; Fakih, 2013).
b. Ketimpangan = Akses  terhadap
Sumber Daya

Ketimpangan akses terhadap
sumber daya seperti tanah, modal
usaha, pendidikan, dan pelatihan
merupakan hambatan besar bagi
perempuan. Di berbagai negara,
perempuan sering terkendala dalam
mengakses tanah atau hak kepemilikan
karena kebijakan maupun praktik sosial
yang diskriminatif. Hal ini menghambat
kemandirian ekonomi perempuan dan
membatasi kontribusi mereka dalam
pembangunan komunitas. Minimnya
akses ke ~modal usaha juga
memperburuk kesenjangan gender
dalam ekonomi lokal (World Bank,
2012; Meinzen-Dick et al., 2014).

c. Keterbatasan dalam Pengambilan
Keputusan

Keterlibatan perempuan dalam
kepemimpinan dan  pengambilan
keputusan di tingkat lokal masih
rendah. Padahal, partisipasi perempuan
dapat menghadirkan perspektif yang
lebih inklusif dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Kurangnya
representasi perempuan dalam posisi
strategis menyebabkan pandangan
mereka sering tidak terakomodasi
dalam kebijakan pembangunan. Norma
budaya yang menempatkan
kepemimpinan sebagai ranah laki-laki
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memperkuat hambatan ini (Agarwal,
2010; Beath, Christia, & Enikolopov,
2013).

d. Beban Ganda pada Perempuan

Perempuan kerap menghadapi
beban ganda sebagai pencari nafkah
sekaligus pengurus rumah tangga.
Kondisi ini membatasi waktu dan
energi mereka untuk berkontribusi
dalam pembangunan masyarakat serta
memperburuk ketimpangan gender.
Beban ganda juga memperlambat
partisipasi perempuan dalam kegiatan
publik dan mengurangi kesempatan
mereka untuk berkembang secara
profesional maupun sosial. Ekspektasi
sosial yang menempatkan perempuan
hanya  dalam  peran  domestik
memperburuk integrasi mereka dalam
pembangunan, karena sebagian besar
waktu mereka dialokasikan untuk
pekerjaan  yang  tidak  dibayar
(Hochschild & Machung, 2012; UN
Women, 2021).

e. Kurangnya Dukungan Kebijakan
yang Inklusif Gender

Minimnya kebijakan responsif
gender menjadi tantangan dalam
mengatasi ~ ketimpangan.  Banyak
kebijakan pembangunan masih belum
mempertimbangkan kebutuhan spesifik
perempuan. Padahal, kebijakan yang
inklusif gender perlu mencakup alokasi
sumber daya yang adil, kesempatan
pelatihan, dan akses ke pasar kerja yang
setara. Tanpa kebijakan inklusif,
integrasi perempuan dalam

pembangunan akan terhambat dan
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mereka akan tetap menghadapi
hambatan struktural (True, 2012;
UNDP, 2020).

f. Ketidakadilan
Kurangnya Perlindungan Hukum
Ketidakadilan
lemahnya

Hukum dan

hukum  dan
perlindungan bagi
perempuan juga menjadi tantangan
besar. Walaupun banyak negara
memiliki undang-undang perlindungan
perempuan, implementasinya sering
belum memadai. Masalah utama
meliputi kekerasan berbasis gender,
diskriminasi dalam perceraian dan
pewarisan, serta perlindungan Kkerja
yang lemah. Perempuan masih
menghadapi  diskriminasi =~ dalam
penggajian, pelecehan seksual, dan
pelanggaran hak pekerja (CEDAW
Committee, 2019; UN Women, 2021).
g. Ketimpangan =~ Ekonomi  antara
Gender

Ketimpangan ekonomi gender
ditandai dengan kesenjangan upah,
keterbatasan kesempatan kerja, dan
terbayar.
Perempuan sering menerima upah lebih

beban pekerjaan  tidak

rendah daripada laki-laki untuk
pekerjaan yang sama. Hambatan akses
pekerjaan layak memperparah
kesenjangan ini. Selain itu, pekerjaan
domestik yang tidak diakui secara
ekonomi membatasi kontribusi
perempuan dalam pembangunan dan
memperburuk ketidakadilan dalam
pembagian kerja (Duflo, 2012; ILO,

2018).

h. Kesenjangan dalam Partisipasi Politik
Kesenjangan dalam partisipasi
politik juga menjadi tantangan dalam

mewujudkan  kesetaraan  gender.
Representasi perempuan dalam
lembaga  politik masih  rendah,

menghambat pengambilan keputusan
yang inklusif. Stereotip gender yang
merugikan persepsi terhadap
kompetensi perempuan dalam politik
memperburuk  hambatan tersebut.
Selain itu, kurangnya dukungan,
termasuk akses terhadap pendanaan
kampanye dan jaringan politik,
membatasi peluang perempuan untuk
berpartisipasi penuh (Paxton & Hughes,

2014; Krook, 2020).

5. Strategi Berbasis Kesetaraan Gender
dalam Pengembangan Masyarakat
Strategi  berbasis  kesetaraan

gender bertujuan menciptakan

pengembangan  masyarakat  yang
inklusif dan berkelanjutan, di mana
laki-laki dan perempuan memiliki

kesempatan setara untuk berpartisipasi

serta memperoleh manfaat
pembangunan. Pendekatan ini
menempatkan  kesetaraan  gender

sebagai faktor wutama yang perlu
dipertimbangkan dalam setiap tahap
pembangunan, mulai dari perencanaan
hingga implementasi. Strategi tersebut
tidak hanya memberikan dampak
positif bagi perempuan, tetapi juga
memperkuat pembangunan sosial-
ekonomi masyarakat secara
keseluruhan (Kabeer, 2019; UN Women,
2021).

a. Pentingnya Kebijakan Publik yang
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Mendukung Kesetaraan Gender
Untuk mencapai kesetaraan
gender, dibutuhkan kebijakan publik
yang kuat dan berkelanjutan. Beberapa
langkah penting adalah: pertama,
penyusunan kebijakan inklusif yang
menangani isu diskriminasi gender,
kesenjangan upah, dan perlindungan
terhadap kekerasan berbasis gender.
Kedua, implementasi dan pemantauan
kebijakan secara efektif, termasuk
evaluasi berkala untuk
mengidentifikasi  keberhasilan dan
hambatan. Ketiga, penganggaran yang
responsif gender, seperti dukungan
finansial bagi program kewirausahaan
perempuan, pelatihan keterampilan,
dan layanan kesehatan reproduksi
berkualitas (True, 2012; UNDP, 2020).

b. Pendekatan
Gender (Gender Mainstreaming)

Pengarusutamaan

Gender mainstreaming adalah
pendekatan yang memastikan
perspektif gender dimasukkan dalam
setiap tahap pembangunan, dari
perencanaan hingga evaluasi. Strategi
ini menjamin bahwa kebijakan dan
program mempertimbangkan dampak
terhadap laki-laki dan perempuan
secara setara. Implementasi gender
mainstreaming  menuntut  analisis
mendalam mengenai peran, kebutuhan,
dan tantangan perempuan-laki-laki,
serta  pelatthan bagi pengambil
kebijakan agar peka terhadap isu
kesetaraan gender (Moser, 2005; Walby,
2005).

c. Penguatan Kapasitas dan
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Keterampilan Perempuan

Penguatan kapasitas perempuan
merupakan langkah penting dalam
menciptakan kemandirian ekonomi dan
sosial. Program ini dapat berupa
pendidikan  vokasional,  pelatihan
kewirausahaan, dan pengembangan
kepemimpinan, sehingga perempuan
dapat lebih

komunitasnya. Peningkatan kapasitas

berdaya dalam

ini juga membuka peluang keterlibatan

perempuan  dalam  pengambilan
keputusan dan mempercepat
pencapaian kesetaraan gender

(Cornwall & Rivas, 2015 Hunt &
Samman, 2016).
d. Partisipasi Aktif Perempuan dalam
Berbagai Sektor

Partisipasi perempuan di sektor
ekonomi, politik, dan sosial sangat
penting untuk mewujudkan kesetaraan
gender. Upaya yang dapat dilakukan
antara lain: pertama, pemberdayaan
ekonomi melalui akses terhadap modal,
pelatihan keterampilan, dan jaringan
bisnis. Kedua, peningkatan partisipasi
politik dengan kuota keterwakilan
program
kepemimpinan, serta

perempuan, pelatihan
dukungan
kapasitas politik. Ketiga, penempatan
perempuan dalam posisi strategis untuk
memperluas perspektif dalam
pengambilan keputusan (Paxton &

Hughes, 2014; Krook, 2020).

e. Kebijakan Responsif Gender dan
Alokasi Anggaran yang Adil
Kebijakan pembangunan harus
didukung dengan alokasi anggaran
responsif gender. Hal ini mencakup
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kesetaraan akses ke pendidikan,
kesehatan, kredit usaha, dan sumber
daya ekonomi lainnya. Anggaran yang
adil memungkinkan program
pemberdayaan perempuan Dberjalan
lebih  efektif  serta
terciptanya masyarakat inklusif

(Budlender, 2005; UN Women, 2021).

mendorong

f. Meningkatkan Kesadaran Gender

Kesadaran gender dapat
dibangun melalui pendidikan dan
kampanye sosial sejak wusia dini.
Pendidikan

membantu

kesetaraan gender

mengurangi  stereotip
gender dan memperlemah norma
patriarki. Kampanye sosial yang
melibatkan laki-laki sebagai sekutu juga
penting agar kesetaraan gender menjadi
agenda bersama, tidak hanya isu

perempuan (Flood, 2011; Connell, 2014).

g. Kolaborasi antara Berbagai Pihak
Kolaborasi lintas sektor menjadi
kunci keberhasilan strategi kesetaraan
gender. Upaya yang dapat dilakukan
antara lain: membangun koalisi antara
pemerintah, LSM, sektor swasta, dan
masyarakat sipil; membentuk jaringan
dukungan untuk perempuan; serta
memperkuat advokasi kebijakan pro-
kesetaraan melalui kelompok
masyarakat sipil dan pengaruh politik
(Keck & Sikkink, 1998; O’Neil et al.,

2014).

h. Pendekatan

Pengambilan Keputusan
Pendekatan

memberikan ruang bagi perempuan

Partisipatif =~ dalam

partisipatif

untuk terlibat aktif dalam perencanaan
dan pelaksanaan program
pembangunan. Partisipasi perempuan
kebijakan lebih
responsif dan representatif terhadap
kebutuhan

keseluruhan.

memungkinkan

masyarakat secara
Dengan  demikian,
pembangunan tidak hanya inklusif,
tetapi juga berkelanjutan (Agarwal,

2010; Gaventa, 2006).

I. Mendorong Peran Laki-Laki dalam
Mempromosikan Kesetaraan Gender
Kesetaraan gender bukan hanya
tanggung jawab perempuan, tetapi juga
laki-laki. Beberapa langkah penting
adalah:
maskulinitas positif untuk mengubah
Kedua,
keterlibatan laki-laki dalam aliansi

pertama,

pendidikan

perilaku diskriminatif.
kesetaraan gender. Ketiga, partisipasi
laki-laki dalam pekerjaan domestik dan
perawatan anak. Keempat, promosi
kesetaraan di tempat kerja melalui
kebijakan adil. Kelima, mendukung
gerakan feminis sebagai sekutu aktif
demi perubahan sosial yang lebih adil
(Messner, 2016; Ruxton & van der Gaag,
2013).

KESIMPULAN
Penelitian ini menegaskan bahwa
kesetaraan

gender merupakan

prasyarat utama dalam mewujudkan

pembangunan  masyarakat  yang
inklusif dan berkelanjutan. Hasil
analisis menunjukkan bahwa
partisipasi perempuan dalam

pengembangan masyarakat masih
terhambat oleh hambatan budaya,
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stereotip gender, keterbatasan akses
terhadap sumber daya, serta minimnya
representasi ~ dalam  pengambilan
keputusan. Kondisi ini menimbulkan
ketimpangan struktural yang
berdampak pada keterlambatan

pembangunan sosial maupun ekonomi.

Strategi  berbasis  kesetaraan
gender, seperti pengarusutamaan
gender, penguatan kapasitas

perempuan, partisipasi aktif dalam
politik dan ekonomi, serta dukungan
kebijakan yang responsif gender,
terbukti mampu memperkuat posisi
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Dengan demikian, penelitian ini
merekomendasikan perlunya
penguatan kebijakan publik berbasis
gender,

peningkatan partisipasi

perempuan  dalam  pengambilan
keputusan, penyediaan akses ekonomi
yang adil, serta kolaborasi lintas sektor
untuk menciptakan lingkungan sosial
yang mendukung kesetaraan. Penelitian
selanjutnya dapat memperluas kajian
pada level implementasi kebijakan di
daerah, termasuk mengukur dampak
nyata program kesetaraan gender

terhadap peningkatan kualitas hidup

perempuan dan menghasilkan masyarakat.
kebijakan pembangunan yang lebih
inklusif. Temuan ini memperlihatkan
bahwa pembangunan berkelanjutan
hanya  dapat  tercapai  apabila
perempuan dan laki-laki memperoleh

akses serta kesempatan yang setara.
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